
SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROV1N SI SUMATtrRA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR P6 TAHUN 2A23

TENTANG

TATA CARA PEMBtrRIAN BANTUAN BIAYA PENDTDIKAN
BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MA1VIPU

YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATi LANGKAT.

Menirnbang

iVlengingat

a. bahw,a dalam rangka meningkatkan indeks
pembangunan manusia, Pemerintah Daerah perlu
mernberikan pemerataan kesempatan belajar,
peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusarr
sesuai kei:utuhan masyarakat serta memi:erikar:
kesempatan vang seluas-luasnya bagi penduduk dari
keluarga -vang kurang marrlpu rnempunvai prestasi agar
lxempe roleh layanan pe ndiCikan _van g se l:aik- traikn-r.a ;

b. Lrahrna berdasarkan keteRtuan Fasal 6 ayat i2) humf d
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Repuhrlik Indonesia Nomor
I Tahun 2A22 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,
untuk peningkatan kualitas sumber dalra rnanusia
l+'arga desa, dapat Cigunakan dana desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
ciimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara-
Pernberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasisu.a
yang Berprestasi dari Keluarga Kurang I\{ampu Yang
Bersumtrer Dari Dana Desa;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia" Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repui:lik
Indonesia Nornor 5a95) ;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repuirlik Inrionesia Nomor 5587i,
sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir
dengan Unciang-Undang Nomor9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {LemLraran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2A15 Nomor 58,
?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari Wilayah Kodya Dati ii Binjai ke Kota Stabat
di wila-vah Kabupaten Ii Langkat (Lemtraran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

6" Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ti
Binjai, KaLrupaten Daerah Tingkat ii Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3322];

V. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ag tentang
Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Ncmcr 6
Tahun 2414 tentang Desa ilembaran Negara Repukrlik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Ta,rnbahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ferubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unclang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahi-rn 2A19 Nomor 41, Tambahan Lembara::
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O74 Nomor 168, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2*14 tentang Dana- Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemtraran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sBsa);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Penganvasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A17 Nomor 73, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);
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10. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamat"t 
"i;;; iiun Neg1t1 Republik indonesia

Tahun 2017 
'f'{o;ot 73' Taibahan Lembaran Negara

RePubriik lndonesia Nomor 60a1);

11. Peratura., f'n*"t"'i Daiam Negeri Nomor 2O Tahun 2O18

tentang fengelolaan Keuangan fesa (Berita Negara

Republik t'JE"**ia Tahun 2Al8 Nomor 611);;

i2" Peraturan rra*,,t*,i Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang pembentukan prodJk Hukum Daerah (Berita

Negara R";;;iit lnd'onesia Tahun 2015 Nomor 2035]'

seLragalm"r,* t*l"h diubah dengan Peraturan Menteri

Daiarn N*g*ti Nomor i20 Tahun 2018 tentang

Ferubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor

B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah {Berita Negara Republik Ind'oensia Tahun 2015

Nornor 157);
i3.PeraturanMenteriKeuanganRepubliklndonesiaNornor

201/PMi{ "07 2A22 tentang Pengeloiaan Dana Desa

Tahun 2A23;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunail Daerah

TertinggaldanTransmigrasiRepublikindonesiaNomor
STahun}oz}tentarrgPrioritasPenggunaanDanaDesa
tahun 2A23;
peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia

Nomor 44 Tahun 2A16 tentang Ker'r'enangan Desa;

Peraturan Bupati Langkat Nornor 29 Tahun 2018

tentang Daftar Ker"enangan Desa i:erdasarkan Hak Asal

Usul dan Kev,'enangan Lokal Berskala Desa;

a-tJ.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN BIAYA PENDIDiKAN BAGI MAHASISWA YANG
BERPRESTASI DARI KELUARGA KURANG MAMPU YANG
BERSUMBER DARI DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksuci clengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah yang mernimpin
peiaksanaan urusan pemerintahan -\,ang menjadi
ker,r,.enangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
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4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama 1ain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
rnasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
bernenang untuk mengatur dan mengurus urusall
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asai usul,
dan/ata_u hak tradisionai yang diakui dan dihormati
dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Pemerintakran Desa adalah penvelenggaraan urusall
pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat
rlalam system pemerintahan Negara Kesatuan RepgLrlik
Inclonesia.

6" Fernerintah Desa adalah Kepaia Desa atau -Yang clisebut
d,engan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
pen-veienggara Pernerintah an Desa.

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pernerintah Desa yal1g

mempunyai \,\'ewenang. tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
meiaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pernerintah
Daerah.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatn dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa ].'ang ditr-ansier rnelalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah KaLrupaten/Kota dan digunakan untui<
rrrerzrbiarr,'ai penye le n ggaraan p emerintahan, pelaksan aar:
Pembangunan., pembinaan kemasyarakatan,
p ernbe rcla3'aan M as],''arakat d an pe n an ggu langan benc ana
clan keadaan darurat.

q. Jumiah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri mengeriai kode dan data u'iala}.h
adm inistrasi pemerintahan.

l0.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanj'..ltnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

ll.Rekening Kas Desa yang seianjutnya disingkat RKD,
adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan
untuk rnembayar seiur,-rh pengeli-raran. desa pada bank

-\'ang ditetaPkan.
l2.Bantuan Bia3,'a Penclidikan adalah rlukungan biaya

Pendiclikan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada
peserta didik Mahasiswa untuk menyelesaikan
Pendirlikan i:erd-asarka,n pertin:bangan presta$i dan
keterhratasan kemampuan ekonomi.

l3.Mahasiswa adalah Mahasiswa warga Kabupaten Langkat
yang masih aktil mengikuti Pendidikan tinggi pada
Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar daerah.

I
"f.t
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lzl"Berprestasi adaiah peserta didik -\,arlg rnempunyai
prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik
(seperti: olahraga, seni, agama dan budaya) di tingkat
Kabupaten, Provinsi, i'iasional, dan/atau Internasiona"

l5.Peserta didik l,{ahasisxra dari keluarga kurang mampu
adalah peserta diclik mahasiswa yang orangtuanya tidak
mempunv*ai kemampuan memenuhi kebutuhan clasa:'
3-ang layak t:agi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya,
sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiaSraan
Pendidikan bagi anakny'a.

BAB Ii
'nIT ITTAI\i r'\AI\l qAQAPATTI
I VU VI ILI UI III U/ fUI II\I III

Pasal 2
Pemherian Bantuan Bia3,a Pendidikan bertujuan untuk:

a" Membantu meringankan beban orang tua mahasiswa
dalam rnemenuhi kebtituhan dalam kegiatan kampus;
dan

b. Mernbantu meringankan beban orang tua mahasiswa
dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan kampus.

Pasal 3

Sasaran Bantuan i:iaya Pendidikan meliputi Peserta didik
berprestasi h-rlusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah yang berasai clari
keluarga kurang mampu serta memenuhi persyaratan
sebagai penerima Bantuan Biaya Kuliah.

BAB III
MEKANISME BANTUAN BiAYA PENDIDIKAN BAGI

MAHASISWA BERPRESTASI

DARI KELUARGA KURANG MAMPU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

i1)

{2}

Bantuan Biaya Pendiclikan yaitu Caion Mahasisw'a
Lulusan SI\4AISMK/MA dari Daerah.
Persyaratan penerima Bantuan BiaSra Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
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a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal
dan menjadi Penduduk Desa,

b. Memiliki salah satri prestasi selama menjacli
sisu,a seLragai berikut:

1. Mempunyai prestasi akaclemik {mata
pelajaran) perorangan (Juara I, iI atau III)
di sekoiah nya berasal; atau

2. MempunSrai prestasi non akademik
perorangan iJuara I, II atau III) di bidang
agarna, seni, olah raga, buda-va atau
kegiatan ekstrakurikuler tingkat
Kabupaten, Provinsi Sumatera Utara,
h"asional danf atau lrrterr-iasionai; atau

3. Pernah ikut berpartisipasi sebagai pasukan
pengil:ar bendera (Paskibra) tingkat
Kabupaten, Provinsi atau Nasional; atau

4. Pernah ikut berpartisipasi atau dikirim
sebagai peserta perorangan dalam kegiatai:
perlombaan / pertandingan I olimpiade
/sejenisnya pada tingkat Provinsi
Sumatera Utara, Nasional atau
Internasional; atar.l

5. Pernair ikut berpartisipasi atau dikirim
sebagai peserta berkelompok dalam
kegiatan periombaan I pertandingan I
olimpiacle / sejenisnya pada tingkat
Nasional atau lnternasional; atau

6 ir,4erniliki nilai rafa-rata T,anoran A.karlemik
(Raport) pada semester terakhir minir:ral
85,00 {delapan puluh lima koma no1 nsi}
serta tidak ada nilai dibarvah 70,00 {tujuh
puluh koma nol nol) untuk semua mata
Peiajaran.

7. Berasal dari keluarga Kurang mampr"r
secara ekcnomi, yang dibuktikan dengan
surat keterangan tidak mampu dari Kepala
Desa setempat.

Bagian Kedua

Pengusulan dan Penetapan

Pasal 5

{1} Tata Cara pengusuian Bantuan Biaya Pendiclikan
adalah sebagai berikut:

a. Calon Mahasisu,a yang memenuhi persyaratan,
melengkapi brerkas seLragai krerikut;

i. Fotokopi kartu keiuarga;
4 D^+^1.^^i 11 ^-+..'T.^^l^ n^*-1 ,.1,,1,,.1,. rLrLUfl'(-,pr r\irrr LLI r d.rrLld- r Err(tLlLlLtr\,

3. Fotokopi piagamr/surat keterangan
herprestasi berupa salah satu atau lebih
sebagai berikut:

-)



-7-

a) Fotokopi piagam penghargaan
prestasi akademik {mata pelajarani
perorangan {Juara 1, II atau lli) di
sekoiah nya berasal; atau

bi Fotokapi piagam penghargaan
prestasi non akademik perorangan
{Jr.rara i, II atau IIi) di bidang agama,
seni, olah raga, budaya atau kegiatan
ekstrakurikuler tingkat Kabupaten,
Provinsi Sumatera Utara, Nasional
dan/atau trnternasional; atau

c) Fotr:kapi piagam penghargaan atau
su-rat keterangan Perrrah ikut
berpartisipasi setragai pasukan
pengibar bendera (Paskibra) tingkat
Kabuparen, Provinsi atau Nasional;
atau

d) Fotokopi piagam penghargaan atau
surat keterangan pernah ikut
berpartisipasi atau dikirim setragai
peserta perorangan dalam kegiatan
perlombaan f pertandingan I
olimpiaCe/ sejenisnya pada tingkat
Provinsi Sumatera Utara, Nasional
atau Internasional; atau

ei Fotokopi piagam penghargaan atau
Surat Keterangan pernah ikut
berpartisipasi atau dikirim setragai
peserta berkelompok dalam kegiatan
perlombaan I pertandingan I
olimpiade / sejenisnya pada tingkat
Nasional atau Internasionai; atau

b. Surat Kepala Desa- setempal -yang menerangkan
peserta didik berasal dari keiuarga kurang
mampu secara ekonomi;

c" Fendaftaran clisertai foto berwarna ukuran 3x4
{tiga kaii empat) dan berkas sebagaimana
climaksud pada huruf a. dimasukkan ke dalam
stopmap.

Pasal 6

Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dibahas,
disepakati dan ditetapkan dalam Musvawarah Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1
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Bagian Ketiga
Besaran Alokasi Bantuan dan Penggunaan Bantuan

Pasal 7

{1) Besaran alokasi Bantuan Biaya Pendidikan bagi
Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang mampu
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa sesuai
dengan Kemampuan Keuangan Desa.

i2) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi
dari Keluarga Kurang mampu dapat diterimakan setiap
tahun, apabila:

a. Selama yang bersangkutan menjadi Mahasiswa
aktif di Perguruan Tinggi;

Lr. Menunjukkan perilaku yang i:aik serta tidak
melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perguruan tinggi rnaupun ketentuan perundang-
unrlangan;

c. Tidak melebiLri I {delapan) semester.

Pasal B

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasisrva dari keluarga
kurang mampu digunakan untuk:

a. Pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan
bukti ba5rar dari perguruan tinggi yang
bersangkutan;

b" Pembelian perlengkapan dan peralatan
penunjang belajar"

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

{1} Penerima irantuan w'ajib menyampaikan laporan dan
pertanggungjaw-aban penggunaan bantuan sebagai
berikut:

a. Menyampaikan bukti bayar uang kuliah Cari
perguruan tinggi yang bersangkutan;

b. Men-vampaikan Salinan Kartu Hasil studi yang
menr-lnjukkan nilai di atas rata-rata nilai yang
Cipers5raratkan dalam kriteria penerima
bar:tuan;serta
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{2} Laporan dan pertanggungiarn'aban bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1i disampaikan
kepacla Pemerintah Desa paling lambat sepuluh hari
setelah tahun berkenaan bantuan berakhir.

BAB V
KEWA.IIBAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 10

ii ) Penerima bantuan irerkervajiban untuk:

a. Beiajar dan rnenjaga norma-norma Pendidikan
r-rntuk keberlangsungan proses kebrerhasiian
Fendidikan;

b" Mempertahankan prestasi yang dirniliki sehingga
dapat dikembangkan pada jenjang yang lebrih

tinggi;dan

c. h4enggunakan dan rnemanfaatkan dana -Yang
diterima sebagaimalla peruntukannva.

(2) Bantuan akan dihentikan apabila:

a. Penerima bantuan rnelanggar norlrla-riorlna
Pendiclikan sehingga menvebabkan -\''ang
bersangkutan dikeluarkan Cari perguruan tinggi

-Yang bersangkutan

Lr" 1\4elakukan pelanggaran terhadap peraturan
perguruan tinggi maupun ketentuan perundang*
udangan;

c" Meminjamkan dana bantuan ke pihak lain;

c1. Menggunakan bantuan untuk membial'"ai
kegiatan atau membeli i:arang/peralata-n ]'ang
ticlak arla kaitannya d-engan pro-ses pemhrelajaran
dan ketentuan ini;

e. Tidak dapat menunjukkan perkembangall
presta"si atau Indeks Prestasi Kumuiatif
selanjutn-1,-a dicapai diba'wah 3,00 (tiga koma nol
noi) atau rrrendapatkan nilai D dan E untuk satu
atau lebih mata kuliah dan tidak dapat
memenuhi Kembaii pers3raratan dalam ketentLran
ini;

f. ?eri:ukti menyampaikan dokumen atau
keterangan palsu dalam memenuhi persyarataan
rrlaupun laporan pertanggungjax'aban bantuan
danf atau;

g. Ticlak melaksanakan kewajiban setragaimana
dimaksud pada ayat (1).

1
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BAB VI
PEMBiAYAAN

Pasal 1 1

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasisrva
dibebankan pada Anggaran Dana Desa (APBDES) pada

masing-masing desa.

BAB VI
PtrNGAWASAN, MONITORiNG DAN EVALUASI

Pasal 12

Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa melakukan pefl.gawasan, monitoring dan evalua.si
perencanaan dan pelaporan kegiatan Bantuan Bia,u*a

Pendid,ikan bagi Peserta Didik Mahasiswa yang lrerprestasi
dari Keluarga Kurang Mampu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

p
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BAB VIi
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan BuPati
diundangkan.

Pasal 13

ini rnulai berlaku sejak tanggal

Agar setiap orang mengetahuinlra, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat'

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal B A\afudadr eoez '

PII.BUPATI LANGKAT

SYA}.I AFAND1N

Diunciangkan di Stabat
pada tanggai €. 'l-k1au't1=c'T aDi)}

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN I.ANGKAT,

rtd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR : JG
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